
I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenrukan DaerolHl.!er.u, 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsr Djawa Borer (Betita Negara T ahtm 
1950); 

1. Undaug-t.ndang Nomor I Tahun ~004 tentang Perbendaharaan \;ee-~ra 
tLernbaran ~egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. T:un~r: 
Lembaran '=egarn Republik Indonesia. Nomor -U55); 

3. Undang-Lndang Ncmor 3:? Tahun ::00-1 tentang Pemerimahan 0-,)i:f3.b 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l:?5. Tambahan 
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor +l-37) sebagaimana 1elah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ~omor 12 Tahun ~008 
letltal1£. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun ~()OJ tttlt.lng 
Pemeruuahan 031;r.&h rl.embaran Negara Republik Indonesia Tahwt ::oos 
Norncr 59. f om\>alun I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441: 

a bahwa dalam rangka melaksanakan ketenruan Peramran Pemeriniah Nomor 69 
Tahun 20LO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfanan Insemif 
Penumgutan Pajak Daerah dnn Retribusi Oaern.h dan ketentuan Pasal 6S 
Pcraiuran Daerah Kabupcten Deka,,i vomor I l,lhun :o l kmJI;= P.lt.A 
ducmh scbagaimana telah diubah dengan Peraiuran Daerah Kabupaten BdJ!,1 
Nomor 7 Tahun 2012, kepada instansi pelaksana pemungut Pajal. Daerah 
pcrlu diberikan insentif agar pelaksana pemungut paja~ dacrob dapat lx-kcrja 
dengan optimal. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimsna dirnaksud dalam huruf a, perlu 
ditctapkan Peraturau Bupari tenrang tnsentit' Pemongumn Pajak Daerah 
Tahun 2013. 

BUPATI BEKASl. 

TENT ANG 
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PERATlJRA1' BUPATI BEKASI 

~ leuginga; 

'-11:mmba.ng 



14. Peraturan Bupan Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 temang Mekamsme 
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabup:uen 
Bekasi t Beriia Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B); 

l3. Peraruran Daerah K1bup.uen Bekasi Nomor l Tahun 20l3 lentang Anggara.n 
Pendapatan daa Belanja Dacrah Kabupatcn Bekasi Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor I 1: 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1009 tentang 
Orgaois;,si Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabepaten 
Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana ielah beberapa kali diubah iernkhtr 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nom-or 8 T ahun 1012 1entang 
Perubahan Kedue Atas Peramran Daerah Kabupatcn Bekasi Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daersh Kabup:uen 
Bekasi Tahun ~012 Nomor 8); 

9. Peraruran Daerah Kabupaten Bekesi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bekasl (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2008 Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tnhun 2010 temang Kerentuan 
Umum Perpajalcan Daerah (Lembcrnn Daerah Kabupato:n BdOISi Tabun 2010 
Nomor7): 

11. Peraturan Daerah Kabupaen Bekasi Nomor I Tahun 2011 Tentang Pajal. 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraruran Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Aw Peraturan Daereh Nomor I 
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (l.embaran Oaerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2012 Nomor 7): 

, n: g l~ Nomor 33 fAhun !QI"..:. tc.nun~ Perimbangan K~u:u~ 
ADlln !'encn,., .J!i l'l53! Jan Pemenntah Daerah ( Lcmtwan !'-o,µrn Republik 
~ Talwn ~00, Nomor 126. Tambahan Lemberan Negara Republik 
lnJom""Sra Ncimor 4-US) . 

.} _ t ndang-Unda-.n_g Nomor 28 Tahun 2009 te-ntang Paj~k Daerah clan Rerribusi 
Daerah (Lerubaran Negara Republik Indonesia Taboo 2009 Nomor 130. 
Tambahan Lcmbaran Nega,a Republik Indonesia Nomor 5049): 

6. llndaog-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenl30g Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undsngan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

7. Peraruran Pemerimah Nomor 58 Tahun 2005 1en1ang r(ogelolaan Kruangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahau Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tenrang Tota Cere Pemberian don 
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 



Dalam peraunan ioi ya,,g dimaksud dengan · 
Oaerah adalah Kabupaten Bekasi, 

" Kepala Daerah adalab Bupati Bekass; 
J Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabuparen Bekasi: 
J Dinas edalab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekas1 dan 

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupatea Bekas1 , 
5 Kepala Dioas adalah Kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan As., Kabupaten 

Bekasi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya A.Jr Kabupaten Bekasi: 
e Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontnbusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsuug dan digunakan untok keperluan Daerah bagi 
seceser-besarnya kemakmuran rakyat; 

7 Pemungutan adaJah suatu rangkaian kegiaten mulai dan penghsmpunan data obyek. dan sub)·ek 
pajak, penetapan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak 
scna pengawasan penyetorannya: 

S. lnsenuf Pemungutan adalah Insenuf yang diberika.n sebagai penghargaan atas kincqa tertentu 
dalam melaksanakan pernuagutaa Pajak Daerah; 

9 Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya d,sebm Penanggung,awab 
adalah pejabat yang ber1anggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupau dan 
Wak>I Bupat]: 

10 -Koordinator Peegelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabat yang benindak selaku koordinator 
pengelolaan keuangan daerah, _yairu Sekretaris Oaerah: 

I J. lnstansi pemungut pajak yang selanjutnya disebut instaosi pelaksao.a pemungutan. adaJah Dmas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dao Aset yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. 

12. Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan untuk melaksanakan pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdes.aan dan Perkotaan 

D Tenaga Jainnya yang mendapat penugasan untuk meJaks.anakan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dao Perkcraan adalah Desa/Kelurahan da.n Kecamatan. Kepala 
Desa/Lurah dan Camas 

J;.j. Pihak lain yang membanru pemungutan pajak adalah Dinas Bina ~larga dan Pc:ogelola.an 
Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. 

BA81 
KETE;,ITUAX Ui\£UM 

P£.R.\U.RA1' Bl?PATI TE1'1A~G 11\'SEXTIF PEi\f(;XGUTA,'i PAJAK 
OAER.\J:11'..\HUZ>: 2013 

Pasal I 



11 > Pemberian lnsemif sebagaimnna dimaksud dalarn Pasal 2 dimaksudk.an untul. meningkatkan _ 
a. kinerja instansi; 

b-. semangai kerja bagi pejabat atau pegawai insransi: 

c. peudapaian daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

Posa! 4 

,s) Besaran msentlf untuk pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Air Tanah dlteuplan 

scbesar 1 O % (sepuluh pcrsen) dari besaran insentif yang ditetapkau berdasarkaa ketentuan 

dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Air Tanah. 

1 , Dalam rangka melaksanakan kcgiatan pemungutan Pajak Oaerah diberikaa l0><ntif 

pemunguian Pajak Daerah. 
:2:l Insemif pernungntau Pajak Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (I> dil<:tapkan sebesar 

5 0:~ (lirna persen), 
,31 Pemberiau insentif penumgutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada .t)at (~> dihitung 

berdasarkan tahapan penerimaan tiep jenls pajak yang tclah diseeor ke Kas Daerah Kabupak-n 
Bekasi. 

1.t) Besaran insentif untuk renaga lainnya pernungut Pajak Bumi dan Bangnnan Peedesaan <Ian 

Perkotaan ditetapkan sebesar 5 % {lima perseo) dari besaran insenuf ~3ng duetapkan 

bcrdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) unruk jenis Pajak Rumi clan Banguaan Penks.);in 
dan Perkotaan. - 

Posa! 3 

I ln:--emii diberikan kepada Instansi Peleksann Pemungutan Pajak Daerah. 
:, lnsentl f seboi!nunana dimaksud pada ayat (1) secarn proporsional dibayarkan kepada : 

• Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah sebagai pcnanggung jawab pc:ngelo!a:m l<eu:m~an 

daerah; 
b. Sckreran.s Daerah selaku koordlnator pengelolaan keuangan daerah: 
I.'., Pejabat dan Pegawai i.astansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan tati_gsung jawab 

masing-rnasing; 
d Oe~atKelurahan dan Kecamatau, Kepala Desa'Lurab dan Camat sebagai T <'11.a!f4 La1111l)"3 

Pemungu; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
e. Dinas Bina Marga dan Pcngelolaan Surnber Daya Air Kabupaten Bckasi sebaga1 Pihak 

Lain yang rnembantu pemungutan Pajak Air Tanah. 

Posa! 2 

l'IS(:STIF PE\1().'<GlTA.'- PAJAK DALRAH 

BABU 



fl) Kepala lustansi Pelaksana Pemungut Pajak Oaerah menyusun penganggaran ios<ntif 
pemuogutan pajak berdasarkan keteniuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

(2) Pengauggaran Insentif sebagarmana dimaksud pad.a ayat (I) ditetapL::an dalam Anggaran 
Pendaparan dan Belanja Daerah. 

Pasal 5 

Penganggaran lnsentif Pemungutan 

Bagian Kesatu 

BAB m 
PENGAI\GGAR.~, PE~fBA YARA!\' DAN PERTAJ'1GGUNGJA "'ADAN 

INSE:'<1ll' PE~HJNGUTAN 

TARGET TARGETS/0 TARGETS/0 TARGETS/D 
NO JENIS PAJAK TRIWUlAN I TRIWULAN II TRIWULAN lit TRIWut.ANCV 

" " " " 
l 2 3 4 s 6 

' 100 l Pajak Hotel 2S so 75 

2 Paj.&k gestcren 25 I 60 SS 100 

I Pajak Hibu.ran ' 3 25 so 80 • 100 

4 Pa.ialt Rekh1me 15 35 I 85 100 

s Piljak Penera.ngan Jata.n 
25 SS 7S 100 

6 Pa}ilk MineraJ Bukan Loca:m 0 
d:m 8.atuan 0 0 0 

7 Pajilk Parkir 25 50 75 LOO 

8 PaPlc s,r.-ng e:urung Walet 25 so 7S 100 

9 Paµlk Air Tanah 25 so 75 100 

10 Bea Perolehan Hak Atas 
T1m,11h d4n Bana:unan l() so 7S 100 

ll Pajak Bumi dan Bangunan I Pcrde-sa-..n dan &incunan 15 2S 70 100 

i:i Pembensn msenui didJ.saibn "'3S kme,p pemuegutan Patak Daerah berdassrkan pencapaian 
urgct penenmaan P,_ "' D......ti per Trrwulan 

(31 T arget Penenmaan Pajak Daerah sedap jenis pajak per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam 
aya1 (2) ditesapkan sebagai berikut 



Pemberian lnscntif umuk tahun anggarao 2013 dibayarkan terhitung mulai bul.m Januari 2013 ~an-g 
dibebankan mclalui Angguran Pendaparan dno Belnnja Daerah (.4.PBD) Kabupaien llel.ssi TJ.hun 

.\nggarau 2013 berpedoman pada ketemuan Peraruran Bupari ini, 

BAH TV 
KETE~TUAN PERALIHAi'-' 

Pasal 8 

- 
Pennnggungjawaban Pembcrian lnseruif Pcmungcum Pajak Dserah dilaks:inalan sesun dengan 

lt.'.e-te-ntuan pcrundang-umlangan yang betlaku dalam pengelolaan keuangan dnerah, 

Pasal 7 

Ba.gi;1n Ketiga 
Pertanggungjawaban lnsentif Pemungutan 

I lneentif sebagaimanu dimaksud Pasal :? dibayarkan setiap Trtwutnn p;>d.3 :1\\nl TriwuJan 

bcrskurnya, apabila ielah rneocepai target kinerja Triwulan. 
.. .\p;lf;'IHa target kinerja Tnwulan tidak tercapai. insentif pemungutan untuk Triwulaa tersebut 

Jib:t}'l!kan pada awal Triwulan berikutnya, setelah meneapai target kinerja Triwulan )an:g 

duemukan. 
\p.1biln 1.31gct kinerja pada akhlr tahun anggaran penerimaan cidak tercapai. tidak membatalkan 
msentif ynng sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya . 

.. l Datnrn bal target penerimaan pada akhir rriwulan IV rcalisasi meocapai 100 ·~ [seretus 
perserams) atau lcbih. lnseniif diberikan untuk rriwulan yang belum dibayarkan 

'-I Dalam hal target penerirnaau pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari JOO ... tetapi telab 

mencapai atau rnelebibi target triwulan JJI. maka inscntif dibcrikan unrul. triwulan 111 dan 

triwulan sebelumnya yang belum dibayarkau, 

~· Dal•m hal terjadi perubahan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2013. pembayaran 
lnscmif Pajak Daerah mengacu dan berpedoman kepada Perubahan Anggaran Peedapatan dan 

Belanja Dserah Kabupaten Bekas! Tahun Anggaran 201.3. 

Posa! 6 

S.g13n Kedua. 

Pembayaran. lnsenuf Pemungutan 



- 

j /· BUPATl BEK,\SI"' 

Ci!-a-ang rusa1 
27 ecruari 2013 

ditetapkan di 
pada eanggal 

.\gar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupan ini dengan 
pencmpai:umy,, dalam Berira Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupari ini bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 9 

KETENTU,U.PE~UTUP 
BABV 


